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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor & tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 242);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan. . .



Menetapkan :

10.
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12.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan = Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN;

b. BABIL. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II;

c. BABIII. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH;

d. BABIV. PENUTUP.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu
indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal § A8STS 2024

WALI KOTA BATAM

o~
g -

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal § Atwny 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

' BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 52l



RANCANGAN
AKHIR
PERUBAHAN
RENJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA BATAM

43 AR L l[\'f\mlilw‘}

AR

E- <A...-.T"' oy

-




RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam TA. 2024 dapat disusun sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun
dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan
RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan
(RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
(Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2024 disusun mengacu dan
konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat
Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota
Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus
penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta
program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah
Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan
realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi

tercapaianya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 12 Juli 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

v

._;,- Tingkat I / IVb
" NIP 1980061919999121002
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1.1

BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan

Perangkat Daerah di tahun 2024 yang merupakan program, kegiatan

dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Batam. Dengan usulan perubahan anggaran pada

program, kegiatan dan sub kegiatan, serta adanya penambahan sub

kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan sebagai kegiatan

prioritas di tahun 2024.

Usulan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun

2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam disertai analisis dan kajian sebagai berikut :

a. Adanya tuntutan kebutuhan sumber daya personil dengan tugas
fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam
penyelenggaraan tugas pengawasan operasional penerbitan izin
berusaha;

b. Anggaran perubahan gaji dan tambahan penghasilan pegawai
dikarenakan mutasi pegawai (PNS) dan penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

c. Tingkat kebutuhan anggaran perjalanan dinas dalam mengikuti
undangan K/L dan koordinasi lintas daerah;

d. Pengurangan anggaran di sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor, dikarenakan tenaga harian lepas (THL)
lulus PPPK.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun

sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD
dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam
berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

1.2

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan
Walikota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional,;

11.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
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12.Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam Tahun 2016-2021;

15.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16.Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

17.Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

18.Peraturan Walikota Batam RKPD tahun 2025; Peraturan Walikota
Batam Nomor 83 Tahun 2024, Tanggal 4 Juli 2024 (Berita Daerah
Nomor 1423)

19.Peraturan Walikota RKPD Perubahan 2024; Nomor 84 Tahun
2024, Tanggal 11 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan
Rencana Kerja ini adalah menyelaraskan program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan perubahan target kinerja, sumber dan
anggaran yang dibutuhkan di tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang
ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2024 dengan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam
dokumen perubahan perencanaan daerah (Perubahan RKPD) Tahun
2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
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BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan
Triwulan II (Tahun Berjalan)

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
dirancangkan sesuai dengan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Usulan
perubahan yang disusun oleh Dinas berdasarkan kebutuhan
prioritas yang telah dianalisis dari masing-masing program, kegiatan
dan sub kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan
triwulan II disampaikan melalui realisasi fisik dan keuangan,
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen
Pengukuran Kinerja dinas yang diperjanjikan di tahun 2024, dan
evaluasi rencana kerja yang dilaksanakan per triwulan oleh
Bapelitbangda.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam
diukur melalui capaian 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1)
Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja
Realisasi Investasi (Rp4 T), capaian realisasi sampai dengan triwulan
II yakni Rp5.943.182.730 dan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja
1)Dokumen ISO 9001, capaian realisasi sampai dengan triwulan II
masih dalam proses pelaksanaan paket pekerjaan yang akan
disusun oleh tenaga ahli, rencana pelaksanaan disusun di triwulan
Il ; 2)Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat

(5%), capaian realisasi sampai dengan triwulan II 0%.
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Realisasi Capaian
Frogmm/ Tingkat
Urusan/Bidang Urusan " g Target Kinerja Capaian Kegiatan/Sub £
< Indikator Kinerja Program v : Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/Kegiatan (Output) Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan € P (Renja Tahun Berjalan) Triwulan II (s.d 5
: Target (%)
Juni Tahun
Berjalan)
1 2 3 4 5 6 =5/4*100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 PENANAMAN MODAL 14.654.058.656
RROGRAN PENUNIANG LS Persentase terpenuhinya penunjan
2 |18 | o1 PEMERINTAHAN DAERAH Lo meri:tahan ;ae’:ah g 13.344.019.068
KABUPATEN/KOTA pe
= Tk =
2 |18 |01 |20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah HERERRSS AT HCERS] RetHERTERD 100% 5.180.914.476 16135
yang terpenuhi
. " Jumlah Orang yang o
2 18 01 202 | 01 Penyedlaan Gaji dan ENErE GA[T dAn N— — 54,81 %
Tunjangan ASN .
Tunjangan ASN B
2 |18 |o1 | 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah PersEntass penyesBameamInstas 50% “SRariees 28,91 %
umum PD
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
2 18 01 2.06 | 01 Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 5.225.000 90,87 %
Bangunan Kantor yang disediakan
) I p Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan
2 |18 |01 | 206 |02 Penyediaan Femlatardsn kantor yang disediakan 32 Paket 139.475.000 85,47 %
Perlengkapan Kantor
di B h Paket
. 18 o1 206 | 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pake barang.cetékan dan 5 paket 18.280.000 93.91 %
Penggandaan penggandaan yang disediakan
P BATER BAEA Jumlah Dokumen bahan bacaan dan
2 13 01 2.06 | 06 ¥ peraturan perundang-undangan yang 12 Dokumen 600.000 33,33 %
dan Peraturan Perundang-undangan o
disediakan
Penyelenggaraan Rapat
lah |
2 18 01 2.06 | 09 Koordinasi dan Konsultasi o a' Laporan Fenye enagaraan Ragat 94 Laporan 71772251 34,86 %
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase kebutuhan jasa penunjang " G
¢ 18 i 2.08 Pemerintahan Daerah urusan PD yang terpenuhi 10 401,420.504 2L A7
Penyediaan Jasa Jumlah laporan penyediaan Jasa 409.124.708
2 18 01 2.08 | 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Laporan e 45,41 %
Air dan Listrik yang disediakan
Penvediaan lasa Peralatan Jumlah laporan penyediaan Jasa
2 18 01 2.08 | 03 v Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 26.550.000 36,88 %
dan Perlengkapan Kantor S i
disediakan
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan penyediaan Jasa Pelayanan
2 18 01 2.08 | 04 416 Laporan 465.746.186 41,05 %
Umum Kantor Umum Kantor yang
disediakan
; g Persentase pemeliharaan barang milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah : ; &
2 18 01 2.09 PeEnjaRE LIFISEn PeferERER DEeral daerah penunjang urusa‘n pemerintahan 100% 190.356.900 7,17 %
daerah yang layak fungsi
2 q . Jumlah kendaraan dinas operasional atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya T S W, o
2 |18 o1 | 20002 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan ;akiany g cip foay 6 Unit 96.090.900 44,03 %
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan P J_ )
perizinannya
) L lah in lai
2 |18 |o1 | 200 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya g‘;g’;;haf:ra'ata” dan mesin lalnnya yang 13 Unit 27.030.000 35,77 %
3 18 a1 209 | og Pemeliharaan/Re.habiIitasi Gedung Kantor }u.mlah geduns kafwtor dar\ bangAL!nar? 1 Unit 67.236.000 21,22 %
dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase izin investasi yang 4
2 B 0@ PENANAMAN MODAL ditindaklanjuti hid #7:240.000 30,66 %
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Persentase pglaku U_S""ha yang
2 |18 |02 | 201 Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi memperoleh insentif 8% 87.240.000 30,66 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
2 | 18 02 201 | 01 Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan | Pemberian Fasilitas/Insentif dan 1 Dokumen 87.240.000 30,66 %
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal
2 |18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase kepeminatan investasi 95% 204.474.380 4,83 %
Penyelenggaraan Promosi Penanaman PETSERtASE RIS Bramasvar
2 |18 |03 |20 Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah _ B yahe 64% 204.474.380 4,83 %
dilaksanakan }
Kabupaten/Kota
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